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ABSTRAK: Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) merepresentasikan tonggak penting 

pembangunan infrastruktur transportasi modern di Indonesia. Proyek ini menghadapi tantangan utama pada 

pembiayaan, kebijakan, dan keberlanjutan operasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

melalui studi literatur, analisis dokumen, dan wawancara untuk menganalisis hubungan antara pembiayaan, 

konsesi, efisiensi biaya, dan keberhasilan proyek. Hasil analisis menunjukkan terdapat 42 kode tematik, 

dengan pembiayaan sebagai faktor dominan sebesar 43% (18 kode), diikuti kebijakan 26% (11 kode) dan 

konsesi 19% (8 kode), sehingga faktor non-teknis mencapai 88%. Sebanyak 80% informan menyatakan 

bahwa keterlambatan arus kas menjadi penyebab utama inefisiensi, yang memicu idle cost dan 

keterlambatan konstruksi. Proyek juga mengalami cost overrun sekitar 20% yang menurunkan kelayakan 

investasi. Dari sisi kebijakan, tidak adanya lembaga permanen menyebabkan koordinasi tidak optimal. Dari 

sisi konsesi, kontrak 50 tahun tidak cukup adaptif terhadap perubahan biaya. Penelitian ini menegaskan 

bahwa integrasi pembiayaan, kebijakan, dan konsesi menjadi kunci keberhasilan proyek, sehingga 

diperlukan reformasi pembiayaan, penguatan kelembagaan, dan konsesi yang lebih fleksibel. 

 

KATA KUNCI : Efisiensi Biaya,  Keberlanjutan Proyek, Kereta Cepat, Konsesi, Manajemen Pembiayaan.  

 

ABSTRAC: The Jakarta–Bandung High-Speed Rail (KCJB) project represents a major milestone in 

modern transportation infrastructure development in Indonesia. The project faces major challenges related 

to financing, policy, and operational sustainability. This study applies a qualitative approach through 

literature review, document analysis, and in-depth interviews to examine the relationship between 

financing, concession structures, cost efficiency, and project performance.The findings identify 42 thematic 

codes, with financing as the dominant factor at 43% (18 codes), followed by government policy at 26% (11 

codes) and concession structure at 19% (8 codes), indicating that non-technical factors account for 88% 

of project performance. Approximately 80% of informants highlight cash flow delays as the primary source 

of inefficiency, leading to idle costs and construction delays. The project also experienced a cost overrun 

of around 20%, reducing investment feasibility. From a policy perspective, the absence of a dedicated 

institutional body results in fragmented coordination. In terms of concession, the 50-year contract lacks 

adaptability to cost dynamics. This study concludes that the integration of financing, policy, and concession 

is critical to project success, emphasizing the need for financing reform, institutional strengthening, and 

more adaptive concession design. 

 

KEYWORDS: Cost Efficiency, Project Sustainability, High-Speed Rail, Concession, Financing 

Management. 

 

1. PENDAHULUAN 

Indonesia dalam dekade terakhir menempatkan 

pembangunan infrastruktur transportasi sebagai 

salah satu prioritas strategis nasional. 

Infrastruktur tidak lagi sekadar dipandang 

sebagai sarana fisik, tetapi sebagai katalis 

pembangunan ekonomi, integrasi sosial, dan 

penguatan daya saing regional. Menurut (Oxford 

Business Group, 2019) arah kebijakan 

pembangunan infrastruktur di Indonesia 

difokuskan pada peningkatan konektivitas 

antarwilayah, penurunan biaya logistik, serta 

percepatan pertumbuhan pusat-pusat ekonomi 

baru. Dalam kerangka ini, proyek Kereta Cepat 

Jakarta–Bandung (KCJB) menjadi ikon ambisi 

pemerintah sekaligus uji coba penting bagi 

kapasitas bangsa dalam membangun 
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megaproyek modern yang berbasis teknologi 

tinggi 

Secara politis, proyek KCJB ditetapkan sebagai 

Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui 

(Republik Indonesia, 2016). Penetapan ini 

mencerminkan besarnya dukungan negara, baik 

dalam aspek regulasi, koordinasi lintas lembaga, 

maupun penyediaan kemudahan perizinan. 

Namun demikian, penelitian terbaru 

menunjukkan bahwa kerangka regulasi yang 

mendukung keberlanjutan proyek belum 

sepenuhnya mapan (Salim et al., 2023). Masih 

terdapat kekosongan dalam standar pengawasan 

biaya jangka panjang, manajemen risiko 

multiaktor, serta aturan mitigasi ketika terjadi 

deviasi pembiayaan. Dengan kata lain, meskipun 

legitimasi politik cukup kuat, fondasi tata kelola 

proyek yang masih lemah 

Dari sisi pembiayaan, KCJB mengadopsi skema 

Business-to-Business (B2B) dengan komposisi 

pembiayaan mayoritas berasal dari pinjaman 

China Development Bank (CDB). Skema ini 

secara teoritis dimaksudkan untuk mengurangi 

beban fiskal negara. Namun dalam praktiknya, 

keterlambatan penyetoran modal oleh pemegang 

saham BUMN Indonesia dan rigiditas 

mekanisme pencairan pinjaman menimbulkan 

gangguan arus kas. Akibatnya, proyek 

mengalami cost overrun yang signifikan (Salim 

et al., 2024). Fenomena ini memperlihatkan 

keterbatasan B2B ketika dihadapkan pada 

realitas birokrasi BUMN, asimetri regulasi, dan 

ketergantungan pada mitra eksternal. Skema 

dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Struktur Pembiayaan Proyek Kereta 

Cepat Jakarta – Bandung 

(sumber: Hasil Olah Data) 

 

Lebih jauh, perjanjian konsesi selama 50 tahun 

yang diberikan kepada PT Kereta Cepat 

Indonesia China (KCIC) menghadirkan problem 

struktural. Perjanjian tersebut disusun dengan 

asumsi biaya investasi dan proyeksi permintaan 

yang relatif stabil. Namun, kenyataan lapangan 

menunjukkan adanya eskalasi biaya konstruksi 

akibat perubahan desain, keterlambatan 

pembebasan lahan, dan fluktuasi nilai tukar. 

Kondisi ini memunculkan risiko jangka panjang 

bagi kelayakan investasi. (Salim et al., 2024) 

menegaskan bahwa konsesi yang rigid 

berpotensi menjerat perusahaan operator pada 

beban finansial tinggi tanpa ruang adaptasi 

terhadap perubahan eksternal, seperti pergeseran 

tren mobilitas pasca-pandemi atau tekanan 

kompetisi dari moda transportasi alternatif. 

Dari perspektif keberlanjutan, KCJB 

menghadapi dilema serius. Di satu sisi, proyek 

ini dipromosikan sebagai pionir modernisasi 

transportasi berkelanjutan berbasis energi listrik, 

yang mendukung agenda dekarbonisasi nasional. 

Namun di sisi lain, jika tekanan keuangan 

berlanjut, maka ada risiko bahwa harga tiket akan 

ditetapkan terlalu tinggi untuk menutup biaya 

operasi. Hal ini dapat mengurangi 

keterjangkauan masyarakat luas dan membatasi 

utilisasi kereta cepat hanya pada segmen pasar 

menengah ke atas. Konsekuensinya, target 

pemerataan akses transportasi dan dampak 

berganda ekonomi kawasan bisa tidak tercapai. 

Selain faktor teknis dan finansial, KCJB juga 

menyimpan implikasi geopolitik. Keterlibatan 

CDB sebagai penyandang dana utama 

memperlihatkan penetrasi strategi Belt and Road 

Initiative (BRI) China di Indonesia. Hal ini 

menimbulkan ketergantungan yang perlu 

diantisipasi agar tidak mengurangi ruang 

manuver kebijakan nasional. Dengan demikian, 

KCJB bukan hanya soal membangun jalur rel, 

melainkan juga arena pertemuan kepentingan 

politik, ekonomi, dan teknologi antara negara 

tuan rumah dan mitra asing. 

Secara keseluruhan, dinamika proyek KCJB 

menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan 

infrastruktur tidak hanya ditentukan oleh 

kecanggihan teknologi atau komitmen politik, 

tetapi juga oleh tata kelola pembiayaan yang 

adaptif, perjanjian konsesi yang fleksibel, serta 

ekosistem regulasi yang berpihak pada 

keberlanjutan. Tanpa pembenahan pada aspek-

aspek tersebut, proyek berpotensi menjadi 

preseden mahal yang membatasi kemampuan 

Indonesia untuk mengelola megaproyek 

infrastruktur berikutnya. 

Rumusan masalah penelitian ini berangkat dari 

kompleksitas Proyek Kereta Cepat Jakarta–

Bandung (KCJB) yang tidak hanya terkait aspek 

teknis, tetapi juga pembiayaan, kebijakan publik, 

dan konsesi. Pertanyaan utama yang diajukan 

adalah bagaimana skema pembiayaan 

memengaruhi efisiensi biaya dan keberhasilan 

proyek, sejauh mana kebijakan pemerintah 

mendukung atau justru menghambat 

keberlanjutan proyek, apa implikasi jangka 
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waktu konsesi terhadap kelayakan investasi dan 

operasional, serta strategi integratif apa yang 

dapat diterapkan untuk memperkuat tata kelola 

pembiayaan dan kebijakan publik dalam proyek 

kereta cepat di Indonesia 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini difokuskan pada Proyek Kereta 

Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) sebagai studi 

kasus utama, dengan mempertimbangkan 

kedudukannya sebagai proyek strategis nasional 

sekaligus pilot project kereta cepat pertama di 

Indonesia. Pemilihan KCJB sebagai subjek 

penelitian memberikan dasar epistemologis yang 

kuat untuk mengeksplorasi secara mendalam 

dinamika kebijakan, skema pembiayaan, struktur 

konsesi, serta implikasi efisiensi biaya dalam 

konteks megaproyek transportasi. Pendekatan 

kualitatif dengan strategi deskriptif-analitis 

digunakan karena mampu menggali makna, 

menafsirkan pengalaman pelaksana proyek, dan 

menjelaskan keterkaitan antar unsur yang terlibat 

dalam perencanaan dan implementasi proyek 

infrastruktur. Pandangan ini sejalan dengan 

(Sugiyono, 2010) dan (Sukmadinata, 2011), 

yang menegaskan bahwa penelitian kualitatif 

memberikan ruang bagi peneliti untuk 

menangkap secara langsung konstruksi makna 

dari para pelaku yang terlibat dalam fenomena 

yang diteliti. 

Pengumpulan data dilakukan melalui studi 

literatur, analisis dokumen kebijakan, dan 

wawancara mendalam. Studi literatur 

dilaksanakan dengan menelaah jurnal nasional 

dan internasional, laporan akademik, serta 

penelitian terdahulu yang relevan mengenai 

kebijakan infrastruktur, skema pembiayaan 

proyek, dan model konsesi sebagaimana 

dianjurkan (Creswell, 2014). Studi literatur ini 

tidak hanya bertujuan memperkaya kerangka 

teori, tetapi juga memberikan dasar konseptual 

untuk memverifikasi temuan empiris. Analisis 

dokumen kebijakan dilakukan dengan menelaah 

Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang 

Proyek Strategis Nasional dan regulasi teknis 

perkeretaapian yang diterbitkan oleh 

(Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 

2021)). Analisis ini bertujuan menelusuri arah 

kebijakan, peran pemerintah, serta landasan 

normatif yang mempengaruhi struktur 

pembiayaan dan mekanisme konsesi dalam 

proyek KCJB. 

Sumber data empiris utama berasal dari 

wawancara mendalam dengan narasumber 

internal KCIC yang memiliki kompetensi 

substantif dan keterlibatan langsung dalam 

proses manajerial proyek. Walaupun pada 

rancangan awal penelitian direncanakan untuk 

mewawancarai pejabat pemerintah, akademisi, 

dan praktisi dari berbagai lembaga, keterbatasan 

akses pada pelaksanaannya membuat wawancara 

terfokus pada pihak KCIC yang memiliki 

pengetahuan operasional dan pengalaman 

langsung terkait teknis pembiayaan, 

implementasi kebijakan, dan aspek konsesi. 

Pemilihan narasumber dilakukan secara purposif 

dengan mempertimbangkan pengalaman kerja, 

posisi strategis, serta kedekatan mereka dengan 

proses pengambilan keputusan proyek. 

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur 

agar peneliti dapat menggali perspektif 

narasumber secara mendalam tanpa kehilangan 

fokus tematik. Seluruh wawancara direkam 

dengan izin, ditranskripsikan verbatim, dan 

diverifikasi kembali melalui member checking 

untuk menjamin akurasi interpretasi. 

Data yang diperoleh dianalisis dengan 

pendekatan induktif melalui analisis tematik. 

Peneliti terlebih dahulu melakukan familiarisasi 

terhadap data transkrip, kemudian melakukan 

pengodean awal untuk mengidentifikasi 

pernyataan-pernyataan kunci yang relevan 

dengan kerangka analitis penelitian. Pengodean 

tersebut diikuti dengan pengelompokan kode 

menjadi kategori yang lebih sistematis, hingga 

akhirnya membentuk tema-tema utama yang 

mencerminkan isu inti penelitian, seperti 

pengaruh skema pembiayaan terhadap efisiensi 

biaya proyek, respons internal terhadap 

kebijakan pemerintah, serta implikasi jangka 

waktu konsesi terhadap keberlanjutan investasi. 

Proses analisis dilakukan secara iteratif dan 

reflektif hingga mencapai saturasi tematik. 

Keabsahan data dijaga melalui strategi 

triangulasi sumber dan metode dengan cara 

membandingkan konsistensi temuan wawancara 

dengan literatur ilmiah dan dokumen kebijakan 

resmi yang dianalisis. Strategi ini 

memungkinkan peneliti meminimalkan potensi 

bias interpretasi dan memperkuat validitas 

temuan sebagaimana dianjurkan (Patton, 2015). 

Selain itu, peneliti juga menyusun audit trail 

untuk memastikan bahwa setiap keputusan 

analitis terdokumentasi dengan baik serta 

menjaga transparansi proses penelitian. 

Diagram di Gambar 2 menunjukkan tahapan 

metodologis penelitian secara sistematis, yang 

dimulai dari penetapan Proyek Kereta Cepat 

Jakarta–Bandung sebagai studi kasus, 

dilanjutkan dengan pengumpulan data melalui 

studi literatur, analisis dokumen kebijakan, dan 

wawancara mendalam, kemudian diikuti proses 
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analisis tematik secara induktif, validasi melalui 

triangulasi dan member checking, hingga sintesis 

temuan untuk menghasilkan kontribusi teoretis 

dan implikasi praktis. 

 

 
 

Gambar 2. Alur Metodologi Penelitian 

(sumber: Hasil Olah Data) 

 

Dengan metodologi ini, penelitian tidak hanya 

berusaha mendeskripsikan fenomena 

sebagaimana adanya, tetapi juga mengonstruksi 

pemahaman baru terkait integrasi antara skema 

pembiayaan, kebijakan publik, dan konsesi pada 

proyek KCJB. Pendekatan kualitatif deskriptif 

yang diterapkan diharapkan dapat memberikan 

kontribusi teoretis dalam pengayaan kerangka 

analitis manajemen infrastruktur, serta 

menghasilkan rekomendasi praktis bagi pembuat 

kebijakan dan pengelola proyek guna 

meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan 

pembangunan transportasi massal di Indonesia. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini disajikan berdasarkan 

analisis tematik terhadap data wawancara 

internal KCIC dan triangulasi dengan literatur 

serta dokumen kebijakan publik. Analisis 

menghasilkan tiga tema utama yang saling 

terkait, yaitu (1) dinamika skema pembiayaan 

dan implikasinya terhadap efisiensi biaya, (2) 

respons operasional terhadap kebijakan 

pemerintah, dan (3) persepsi terhadap struktur 

konsesi jangka panjang. Setiap tema diuraikan 

melalui kutipan wawancara representatif dan 

diperkuat dengan perhitungan kualitatif berupa 

frekuensi kemunculan kode tematik. 

 
Gambar 3. Intensitas Kemunculan Kode 

Tematik Hasil Analisis Wawancara 

(sumber: Hasil Olah Data) 

 

Gambar 3 ini menunjukkan distribusi frekuensi 

kode tematik yang dihasilkan dari analisis 

wawancara ahli. Tema pembiayaan memiliki 

intensitas tertinggi dengan 18 kemunculan, 

diikuti oleh kebijakan pemerintah (11 

kemunculan) dan struktur konsesi (8 

kemunculan). Pola ini mengindikasikan 

dominasi isu finansial dalam pengalaman 

implementasi proyek. 

Hasil pengkodean tematik dapat dilihat pada 

Gambar 4 menunjukkan bahwa isu skema 

pembiayaan merupakan tema yang paling 

dominan dengan frekuensi kemunculan sebesar 

43% dari total kode. Selanjutnya diikuti oleh isu 

kebijakan pemerintah sebesar 26% dan struktur 

konsesi sebesar 19%. Sementara itu, isu lain 

seperti koordinasi lintas lembaga, tata ruang, dan 

rantai pasok hanya muncul sebesar 12%. 

Distribusi ini menunjukkan bahwa bagi 

pelaksana proyek, tekanan utama tidak berasal 

dari aspek teknis konstruksi, melainkan dari 

rigiditas sistem pembiayaan yang memengaruhi 

arus kas, efisiensi biaya, serta stabilitas 

pelaksanaan proyek. 

 
Gambar 4. Proporsi Distribusi Frekuensi 

Tematik Faktor Kritis Proyek Kereta Cepat 

Jakarta–Bandung 

(sumber: Hasil Olah Data) 

 

3.1. Skema Pembiayaan dan Efisiensi Biaya 

Skema pembiayaan muncul sebagai faktor paling 

dominan dalam penelitian ini dan menjadi 

determinan utama dalam keberhasilan maupun 
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kegagalan proyek infrastruktur berskala besar 

seperti Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB). 

Berdasarkan hasil analisis tematik, isu 

pembiayaan muncul sebanyak 18 kali dari total 

42 kode, atau sekitar 43% dari keseluruhan 

temuan, sehingga menjadikannya tema dengan 

intensitas tertinggi. Data wawancara 

menunjukkan bahwa tantangan utama bukan 

terletak pada ketersediaan dana secara absolut, 

melainkan pada mekanisme alirannya. Dominasi 

isu ini menegaskan bahwa pembiayaan tidak 

hanya berfungsi sebagai instrumen transfer dana, 

tetapi menjadi unsur strategis yang memengaruhi 

ritme konstruksi, kestabilan cashflow, dan 

efektivitas pengendalian biaya proyek. 

Wawancara dengan pihak internal KCIC 

mengungkap bahwa keterlambatan pencairan 

modal kerap terjadi akibat rigiditas birokrasi 

internal pada pemegang saham BUMN 

Indonesia, yang diperburuk oleh prosedur 

pencairan pinjaman yang sangat kaku dari China 

Development Bank (CDB). Rigiditas ganda 

tersebut menyebabkan cashflow operasional 

tidak sejalan dengan kebutuhan konstruksi, 

sehingga penyesuaian timeline menjadi tidak 

terelakkan. Hal ini ditegaskan oleh narasumber 

yang menyatakan:  
“Pada beberapa periode, cashflow operasional 

memang tidak sejalan dengan kebutuhan 

konstruksi. Akhirnya ada penyesuaian timeline 

yang tidak bisa dihindari.” (KCJB-INF-02, 

wawancara 2025). 

Secara metodologis, temuan lapangan ini turut 

diperkuat oleh data pada Gambar 5 di bawah ini. 

 
Gambar 5. Tingkat Konsensus Informan 

terhadap Kendala Pembiayaan 

(Sumber: Hasil Olah Data) 

 

Grafik di Gambar 5 menunjukkan tingkat 

kesepakatan yang dominan di antara informan 

terkait peran keterlambatan arus kas sebagai 

penyebab utama inefisiensi proyek. Tingginya 

tingkat konsensus (80%) mengindikasikan 

bahwa kendala pembiayaan dipersepsikan 

sebagai masalah sistemik, bukan insidental. 

Keterlambatan pencairan dana tersebut 

menimbulkan idle cost yang signifikan. Idle cost 

muncul dalam beberapa bentuk: pertama, bunga 

pinjaman tetap berjalan meskipun dana belum 

dapat digunakan. Kedua, mobilisasi tenaga kerja 

mengalami penundaan sehingga biaya 

operasional tidak menghasilkan output 

konstruksi yang optimal. Ketiga, keterlambatan 

dana menyebabkan hilangnya kesempatan untuk 

melakukan bulk purchasing bahan konstruksi 

yang dapat menghemat biaya dalam jumlah 

besar. Semua bentuk inefisiensi ini menegaskan 

bahwa ketersediaan dana saja tidak cukup; 

efisiensi pembiayaan menuntut ketepatan waktu 

dan fleksibilitas pencairan. 

Implikasi rigiditas pembiayaan tidak berhenti 

pada kerugian internal KCIC, tetapi berdampak 

langsung terhadap hubungan kontraktual dengan 

kontraktor dan subkontraktor. Keterlambatan 

pembayaran memicu klaim kontraktor, klaim 

eskalasi harga, klaim keterlambatan, bahkan 

potensi sengketa hukum. Temuan ini sejalan 

dengan literatur internasional yang menyatakan 

bahwa salah satu penyebab terbesar cost overrun 

dalam megaproject bukan berasal dari kesalahan 

perhitungan teknis, tetapi dari gangguan arus kas 

yang menghambat efisiensi rantai pasok 

(Flyvbjerg et al., 2002). Pada kasus KCJB, gejala 

tersebut terlihat jelas melalui bertambahnya 

beban finansial akibat biaya change in cost 

kontraktor dan terhambatnya progres konstruksi. 

Lebih jauh lagi, temuan ini memiliki relevansi 

global ketika dibandingkan dengan praktik 

pembiayaan proyek kereta cepat di negara lain. 

Studi perbandingan internasional menunjukkan 

bahwa proyek kereta cepat di Jepang, seperti 

Shinkansen, dan di Tiongkok, seperti Beijing–

Shanghai High-Speed Railway, berhasil 

menekan biaya konstruksi melalui strategi 

efisiensi berbasis integrasi pembiayaan dengan 

pengadaan. Jepang menggunakan mekanisme 

obligasi pemerintah jangka panjang yang 

memberikan kepastian arus kas, sementara 

Tiongkok mengadopsi model front-loading 

investment dengan dukungan bank pembangunan 

nasional yang fleksibel dalam pencairan dana 

(Yang et al., 2020).  

Jika dibandingkan dengan KCJB, perbedaannya 

sangat jelas. KCJB bergantung pada satu sumber 

pinjaman eksternal dengan prosedur pencairan 

yang panjang, sementara struktur internal 

BUMN juga tidak memiliki kelincahan finansial 

yang memadai untuk mengimbangi ritme 

konstruksi. Ketergantungan pada satu sumber 

pendanaan yang tidak fleksibel membatasi ruang 

gerak KCIC dalam mengeksekusi strategi 

pengadaan yang efisien dan adaptif. Hal ini 

mempertegas bahwa isu pembiayaan bukan 

hanya teknis, tetapi juga merupakan persoalan 
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kelembagaan yang memengaruhi kemampuan 

proyek untuk menjaga efisiensi biaya. 

Secara sintesis, gabungan antara temuan 

wawancara, data coding kualitatif, dan 

perbandingan internasional menunjukkan bahwa 

skema pembiayaan KCJB tidak sekadar 

menghadapi masalah ketersediaan dana, tetapi 

berhadapan dengan ketidaksesuaian ritme 

pendanaan, rigiditas birokrasi, dan 

ketidakmampuan struktur pendanaan untuk 

merespons tuntutan operasional proyek. Kondisi 

ini menempatkan skema pembiayaan sebagai 

elemen paling krusial yang memengaruhi 

efisiensi biaya dan keberhasilan keseluruhan 

proyek KCJB. 

 

3.2. Kebijakan Pemerintah dan Tata Kelola 

Proyek 

Analisis kebijakan menunjukkan bahwa peran 

pemerintah dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–

Bandung (KCJB) memperlihatkan pola 

inkonsistensi yang signifikan dan patut dicermati 

secara kritis. Berdasarkan hasil analisis tematik, 

isu kebijakan muncul sebanyak 11 kali dari total 

42 kode, atau sekitar 26%, menjadikannya tema 

kedua paling dominan setelah pembiayaan. 

Secara normatif, penetapan KCJB sebagai 

Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui 

Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 

memberikan legitimasi politik yang kuat dan 

membuka akses terhadap dukungan administratif 

lintas kementerian. Namun, temuan lapangan 

menunjukkan bahwa legitimasi tersebut tidak 

otomatis disertai dengan dukungan regulatif, 

kelembagaan, dan pendanaan negara yang 

memadai. Hal ini tercermin dari ketiadaan 

lembaga permanen yang secara khusus 

bertanggung jawab atas perencanaan, 

pembiayaan, implementasi, dan pengawasan 

proyek kereta cepat di Indonesia. 

Ketiadaan lembaga khusus tersebut menciptakan 

kekosongan koordinasi antara instansi 

pemerintah, BUMN, dan investor asing. 

Kekosongan ini berdampak langsung pada 

kualitas pengambilan keputusan strategis, karena 

tidak ada kerangka akuntabilitas yang jelas yang 

dapat memastikan bahwa setiap keputusan 

memiliki dasar prosedural yang kuat dan 

terkoordinasi. Kondisi ini digambarkan dengan 

jelas oleh salah satu narasumber: 

“Regulasi itu ada, tetapi adaptasinya di 

lapangan membutuhkan tafsir tambahan. 

Kadang terjadi jeda antara kebijakan dan 

realitas operasional.” (KCJB-INF-01, 

wawancara 2025) 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa 

kebijakan publik dalam proyek KCJB lebih 

banyak berfungsi sebagai kerangka enabling—

memberikan arah dan legitimasi—namun belum 

berfungsi sebagai kerangka driving yang mampu 

menuntun implementasi secara efektif di 

lapangan. Adaptasi kebijakan sering kali 

dilakukan secara situasional oleh tim pelaksana, 

karena kebijakan tidak disertai mekanisme 

operasional yang rinci, proses koordinasi yang 

jelas, atau lembaga penanggung jawab yang 

memiliki otoritas tunggal. 

Perbandingan dengan negara lain 

memperlihatkan kelemahan kelembagaan yang 

cukup mendasar dalam tata kelola KCJB. Jepang, 

misalnya, mendirikan Japan Railway 

Construction, Transport and Technology Agency 

(JRTT) yang berfungsi khusus untuk mengawasi 

perencanaan, pembiayaan, dan implementasi 

proyek kereta cepat secara terintegrasi (MLIT 

Japan, 2018; JRTT, 2018). Di Tiongkok, China 

Railway Corporation (CRC) berperan sebagai 

badan negara yang memiliki otoritas penuh 

dalam pembangunan dan pengoperasian jaringan 

kereta cepat (China State Railway Group Co., 

Ltd., 2018). Kedua negara tersebut menekankan 

pentingnya lembaga permanen yang memiliki 

mandat tunggal dalam proyek infrastruktur 

berisiko tinggi, berbeda dengan kondisi 

Indonesia yang hanya mengandalkan ad hoc task 

force tanpa dukungan kelembagaan jangka 

panjang. 

Ketiadaan lembaga khusus di Indonesia juga 

berdampak pada lemahnya tata kelola risiko. 

Tata kelola risiko KCJB cenderung reaktif, di 

mana tindakan mitigasi baru dilakukan setelah 

masalah muncul, bukan berbasis analisis 

prospektif dan scenario planning. Misalnya, 

pembengkakan biaya akibat keterlambatan lahan 

seharusnya dapat diperkirakan lebih awal 

melalui risk register nasional, tetapi karena 

koordinasi antar kementerian dan BUMN tidak 

optimal, risiko ini tidak dapat diminimalisasi 

sejak awal. Hal ini menunjukkan bahwa 

kebijakan pemerintah dalam mendukung KCJB 

masih bersifat deklaratif dan simbolik, tanpa 

mekanisme kelembagaan yang adaptif. 

Situasi ini sejalan dengan berbagai penelitian 

mengenai proyek PPP dan megaproject yang 

menekankan pentingnya respons kelembagaan 

yang cepat dan terkoordinasi sebagai kunci 

keberhasilan proyek. Dengan tidak adanya 

lembaga permanen yang memiliki mandat jelas, 

kebijakan pemerintah dalam mendukung KCJB 

cenderung bersifat deklaratif dan simbolik, 

bukan operasional dan adaptif. Hal ini 

memperbesar potensi deviasi biaya dan deviasi 

waktu, karena tidak ada otoritas tunggal yang 

dapat mempertemukan kepentingan 

kementerian, BUMN, investor asing, serta 



ISSN 2337-6317 (PRINT); ISSN 2615-0824 (ONLINE) 

INTEGRASI SKEMA PEMBIAYAAN, KEBIJAKAN PUBLIK, DAN KONSESI 

DALAM KEBERHASILAN PROYEK KERETA CEPAT JAKARTA–BANDUNG 
(Indra Putra Salim, Oei Fuk Jin, dan Christian Dwi Putra Widjaya) 

120 

 

kontraktor dalam satu kerangka tata kelola yang 

konsisten. 

Berdasarkan sintesis hasil wawancara, analisis 

dokumen kebijakan, dan literatur internasional, 

dapat disimpulkan bahwa tantangan kebijakan 

dalam proyek KCJB bukan terletak pada 

kurangnya regulasi, tetapi pada kekosongan 

kelembagaan, inkonsistensi implementasi, dan 

keterbatasan mekanisme koordinasi. Hal ini 

menunjukkan bahwa keberhasilan proyek kereta 

cepat tidak hanya membutuhkan dukungan 

politik melalui status PSN, tetapi juga 

memerlukan institusi permanen yang mampu 

menjalankan fungsi pengendalian, mitigasi 

risiko, dan koordinasi lintas sektor secara 

berkelanjutan. 

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Nurudin dan Huda (2020) yang menegaskan 

bahwa manajemen risiko merupakan elemen 

penting dalam proyek konstruksi pemerintah. 

 

3.3. Konsesi dan Kelayakan Investasi 

Struktur konsesi dalam proyek Kereta Cepat 

Jakarta–Bandung (KCJB) muncul sebagai tema 

ketiga paling dominan dalam analisis, dengan 

frekuensi 8 dari 42 kode, atau sekitar 19% dari 

keseluruhan temuan. Walaupun akses terhadap 

dokumen konsesi lengkap tidak tersedia, 

wawancara internal memberikan pemahaman 

mendalam mengenai persepsi pelaksana proyek 

terhadap desain kontrak dan implikasinya 

terhadap kelayakan investasi. Perjanjian konsesi 

selama 50 tahun yang diberikan kepada PT KCIC 

dirancang berdasarkan asumsi awal bahwa biaya 

investasi dapat dikendalikan dalam batas 

estimasi awal dan bahwa proyeksi permintaan 

penumpang akan mengikuti skenario optimistis. 

Namun, dalam kenyataannya terjadi cost overrun 

sekitar 20% yang membuat proyeksi periode 

pengembalian investasi berpotensi melampaui 

batas waktu konsesi  (Salim et al., 2024). Kondisi 

ini menegaskan bahwa desain konsesi 

infrastruktur di Indonesia masih belum adaptif 

terhadap dinamika eskalasi biaya yang 

merupakan karakteristik umum megaproyek 

transportasi. Temuan ini konsisten dengan 

pernyataan narasumber yang menyatakan 

perlunya fleksibilitas dalam pengelolaan 

konsesi: 

“Dari perspektif operasional, jangka waktu 

konsesi panjang memberikan kepastian jangka 

panjang. Tetapi fleksibilitas dalam menghadapi 

dinamika biaya juga penting.” (KCJB-INF-04, 

wawancara 2025) 

Kutipan ini mengilustrasikan adanya ketegangan 

antara kepastian jangka panjang yang diberikan 

oleh konsesi dan kebutuhan operasional untuk 

beradaptasi terhadap perubahan biaya, teknologi, 

maupun kebijakan. Ketegangan ini merupakan 

ciri khas kontrak jangka panjang yang tidak 

dilengkapi mekanisme adaptasi yang memadai. 

Konsesi infrastruktur seharusnya mengandung 

mekanisme fleksibilitas berupa periodical 

review yang memungkinkan renegosiasi bila 

terjadi deviasi besar antara asumsi awal dan 

realitas pelaksanaan. Literatur kebijakan dan 

pedoman praktik PPP menekankan pentingnya 

klausul-klausul adaptif (misalnya mekanisme 

renegosiasi terstruktur, change-in-law triggers, 

dan review berkala) untuk menangani eskalasi 

biaya, perubahan regulasi, dan dinamika 

permintaan sehingga kontrak tidak menjadi 

beban yang mengikat salah satu pihak secara 

tidak realistis (Guasch, 2004). Studi lintas negara 

oleh OECD/ITF juga menunjukkan bahwa 

praktik terbaik dalam konsesi transportasi 

memasukkan unsur-unsur fleksibilitas 

kontraktual untuk menjaga keseimbangan 

ekonomi-keuangan proyek dan menarik investasi 

jangka panjang (OECD/ITF, 2017). Selain itu, 

pedoman teknis untuk kerangka renegosiasi 

menyarankan syarat, prosedur, dan governance 

yang transparan untuk mencegah renegosiasi 

oportunistik sekaligus memberi ruang 

penyesuaian bila terjadi guncangan ekonomi atau 

peristiwa tak terduga (Department of Economic 

Affairs (India) — PPP Cell & partners, 2014). 

Risiko finansial yang muncul akibat rigiditas 

konsesi juga berimplikasi pada keberlanjutan 

operasi pasca konstruksi. Apabila operator tidak 

mampu menutup biaya operasional dari 

pendapatan tiket, maka akan muncul kebutuhan 

subsidi pemerintah yang justru bertentangan 

dengan prinsip skema B2B yang seharusnya 

meniadakan intervensi fiskal. Dengan demikian, 

ketidakadaptifan perjanjian konsesi berpotensi 

mengubah sifat proyek dari B2B menjadi semi-

fiskal, yang pada akhirnya membebani APBN di 

luar skema yang direncanakan. 

Sintesis antara data wawancara dan literatur 

internasional menunjukkan bahwa konsesi KCJB 

memberikan kepastian jangka panjang, tetapi 

kepastian tersebut tidak cukup untuk menjamin 

keberlanjutan finansial proyek ketika terjadi cost 

overrun yang substansial. Meskipun pihak 

pelaksana memandang konsesi 50 tahun sebagai 

instrumen stabilitas, rigiditas kontrak justru 

membatasi kemampuan proyek untuk 

menyesuaikan diri terhadap perubahan biaya dan 

permintaan. Akibatnya, risiko finansial 

meningkat, baik dalam bentuk perpanjangan 
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periode pengembalian investasi maupun potensi 

ketergantungan terhadap dukungan fiskal negara. 

Secara keseluruhan, desain konsesi KCJB 

memperlihatkan kesenjangan penting antara 

teori dan praktik. Literatur internasional 

menekankan fleksibilitas, adaptivitas, dan 

mekanisme renegosiasi sebagai elemen kunci 

konsesi berisiko tinggi, sementara praktik 

Indonesia pada proyek ini cenderung 

menggunakan skema yang rigid dan tidak 

responsif terhadap dinamika megaproyek. 

Dengan demikian, perjanjian konsesi berpotensi 

menjadi sumber risiko baru bagi keberlanjutan 

proyek, bukan sekadar instrumen hukum yang 

menjamin kepastian bagi operator. 

 

3.4. Integrasi Strategis Pembiayaan–

Kebijakan–Konsesis 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi 

antara skema pembiayaan, kebijakan 

pemerintah, dan desain konsesi merupakan 

determinan utama yang memengaruhi efektivitas 

serta keberlanjutan proyek Kereta Cepat Jakarta–

Bandung (KCJB). Analisis tematik menunjukkan 

pembiayaan paling dominan (43%), diikuti 

kebijakan (26%) dan konsesi (19%), sementara 

faktor lain hanya 12%. Temuan ini menegaskan 

bahwa tekanan utama berasal dari aspek 

finansial, disusul ketidakpastian kebijakan dan 

risiko jangka panjang dari struktur konsesi. 

Hasil penelitian ini mengusulkan sebuah 

kerangka integratif yang menekankan perlunya 

keterhubungan erat antara skema pembiayaan, 

kebijakan pemerintah, dan perjanjian konsesi. 

Pertama, penguatan kelembagaan (institutional 

strengthening) menjadi kebutuhan mendesak. 

Pembentukan lembaga khusus pengelola proyek 

kereta cepat di Indonesia dapat menjadi solusi 

untuk mengurangi fragmentasi koordinasi. 

Lembaga ini harus memiliki otoritas lintas 

sektor, mencakup aspek perencanaan, 

pembiayaan, pengawasan konstruksi, hingga 

evaluasi pasca-operasi. Tanpa adanya lembaga 

khusus, proyek sebesar KCJB akan selalu 

menghadapi risiko disorientasi kebijakan yang 

melemahkan tata kelola (European Investment 

Bank / European PPP Expertise Centre, 2014). 

Kedua, diversifikasi sumber pembiayaan atau 

flexible financing perlu menjadi prioritas. 

Ketergantungan yang sangat besar terhadap satu 

kreditur menempatkan proyek KCJB pada risiko 

tunggal (single source dependency risk). Praktik 

terbaik internasional mendorong kombinasi 

antara pinjaman bank pembangunan, penerbitan 

obligasi, dan keterlibatan investor swasta untuk 

mengurangi risiko likuiditas (Rozenberg & Fay, 

2019). Diversifikasi juga memungkinkan 

penggunaan instrumen pembiayaan hijau (green 

financing) yang sesuai dengan citra KCJB 

sebagai transportasi rendah emisi (International 

Finance Corporation, 2019). 

Ketiga, adaptasi konsesi atau adaptive 

concession menjadi faktor penting. Perjanjian 

konsesi harus menyertakan mekanisme evaluasi 

periodik, misalnya setiap sepuluh tahun, untuk 

mengkaji ulang asumsi finansial, proyeksi 

permintaan, dan dinamika biaya. Dengan adanya 

mekanisme ini, operator memiliki ruang 

renegosiasi yang wajar, dan pemerintah tetap 

dapat menjaga stabilitas iklim investasi. Hal ini 

sejalan dengan rekomendasi yang menekankan 

pentingnya klausul renegosiasi dalam kontrak 

infrastruktur untuk menjamin keberlanjutan 

proyek (Guasch, 2004). 

Keempat, strategi efisiensi biaya (cost efficiency 

strategy) harus ditekankan sejak fase konstruksi. 

Efisiensi biaya tidak hanya terkait dengan 

pengadaan material dalam jumlah besar, tetapi 

juga dengan optimalisasi desain, penggunaan 

teknologi Building Information Modelling 

(BIM), serta penerapan sistem value 

engineering. Penggunaan BIM terbukti 

meningkatkan koordinasi desain, mengurangi 

kesalahan, dan menekan biaya konstruksi (Sacks 

et al., 2018). Demikian pula, value engineering 

berperan penting dalam mengidentifikasi 

peluang penghematan biaya tanpa mengurangi 

kualitas kinerja proyek (Dell’Isola, 1997).  

Efisiensi sejak fase konstruksi akan menurunkan 

beban biaya tetap yang akhirnya menentukan 

keberlanjutan operasi pasca konstruksi. 

Aspek efisiensi biaya dalam KCJB tidak dapat 

dilepaskan dari konteks regional ASEAN yang 

semakin kompetitif dalam pembangunan 

infrastruktur transportasi. Negara seperti 

Thailand dan Vietnam telah mengembangkan 

strategi pengendalian biaya konstruksi melalui 

kombinasi perencanaan jangka panjang, 

mekanisme tender internasional yang transparan, 

serta optimalisasi rantai pasok regional. KCJB 

justru mengalami kendala karena ketergantungan 

pada teknologi, tenaga kerja, dan material impor 

dari Tiongkok yang membuat harga relatif tidak 

kompetitif dibandingkan apabila memanfaatkan 

rantai pasok regional yang lebih variatif. 

Inefisiensi ini juga diperparah dengan 

keterlambatan dalam pembebasan lahan yang 

menimbulkan biaya eskalasi tidak terduga. Studi 

Financial lessons from Asian experience in 

constructing and operating high speed train 

networks menunjukkan bahwa dalam banyak 

proyek kereta cepat di Asia, land acquisition dan 

variabel lingkungan memberikan tekanan 

signifikan terhadap anggaran dan menyebabkan 

cost overrun (Utsunomiya & Hodota, 2011). 

Dengan demikian, strategi efisiensi biaya dalam 
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konteks KCJB seharusnya bukan hanya fokus 

pada mekanisme pembiayaan dan pengadaan, 

tetapi juga pada kebijakan tata ruang dan 

koordinasi lintas kementerian yang berkaitan 

dengan perolehan lahan. 

Kelemahan kelembagaan dalam proyek KCJB 

menimbulkan pertanyaan besar mengenai 

kapasitas institusi pemerintah Indonesia dalam 

mengelola megaproyek lintas negara. Dalam 

perspektif teori kelembagaan, institusi yang 

lemah akan menghasilkan biaya transaksi yang 

tinggi karena minimnya mekanisme koordinasi, 

regulasi yang adaptif, dan mekanisme insentif-

sanksi yang jelas (North, 1990). KCJB menjadi 

contoh nyata bagaimana fragmentasi 

kewenangan antar kementerian, BUMN, dan 

entitas swasta menimbulkan biaya transaksi yang 

memperburuk ketidakefisienan proyek. 

Misalnya, koordinasi antara Kementerian 

Perhubungan, Kementerian BUMN, serta PT 

KCIC seringkali berjalan dalam format ad hoc 

yang lebih bersifat responsif ketimbang proaktif. 

Situasi ini memperlihatkan ketidakhadiran 

strong institution yang dapat meminimalisasi 

konflik kepentingan antar aktor. Jika 

dibandingkan dengan Tiongkok, CRC mampu 

meminimalisasi konflik kepentingan dengan 

memberikan mandat tunggal dalam proyek 

kereta cepat, sedangkan di Jepang, JRTT 

memiliki kewenangan lintas sektor yang 

memungkinkan konsistensi kebijakan. 

Indonesia, tanpa lembaga khusus, masih 

bergantung pada mekanisme koordinasi informal 

yang rentan menimbulkan policy drift. 

Akibatnya, kebijakan yang seharusnya bersifat 

konsisten dalam jangka panjang menjadi mudah 

berubah mengikuti dinamika politik jangka 

pendek. 

Ketidakpastian konsesi dalam KCJB 

memperlihatkan perlunya desain kontrak 

infrastruktur yang lebih adaptif di masa depan. 

Rigiditas konsesi 50 tahun tanpa klausul evaluasi 

periodik merupakan kelemahan mendasar. 

Penelitian tentang High-Speed Railway Pricing 

and Financial Sustainability menekankan bahwa 

aspek proyeksi permintaan dan dinamika 

finansial harus selalu diperbaharui untuk 

menjaga keberlanjutan keuangan proyek (Hu et 

al., 2022). (Flyvbjerg, 2020) mencatat bahwa 

rata-rata megaproyek transportasi di dunia 

mengalami cost overrun 30–40%, sehingga 

kontrak yang tidak adaptif hanya akan 

menciptakan beban finansial yang tidak realistis 

bagi operator. Pada kasus KCJB, pembengkakan 

biaya sebesar 20% saja sudah cukup untuk 

mengubah proyeksi internal rate of return (IRR) 

menjadi jauh di bawah tingkat yang wajar bagi 

investasi infrastruktur. Dengan tidak adanya 

mekanisme renegosiasi yang terstruktur, 

operator akan kesulitan mencari jalan keluar 

selain meminta dukungan pemerintah, yang 

justru bertentangan dengan prinsip B2B. Hal ini 

menunjukkan bahwa kontrak konsesi KCJB 

lebih merepresentasikan pendekatan legal 

formalism ketimbang pragmatic contractualism 

yang seharusnya digunakan dalam konteks 

megaproyek penuh risiko. Ke depan, desain 

konsesi perlu memasukkan mekanisme 

contingent clauses yang memungkinkan adaptasi 

berbasis kinerja keuangan dan dinamika 

permintaan (Yang et al., 2020).  

Dari perspektif keberlanjutan sosial-ekonomi, 

rigiditas pembiayaan, kelembagaan yang lemah, 

dan konsesi yang tidak adaptif dapat mengancam 

fungsi KCJB sebagai katalis pertumbuhan 

kawasan. Salah satu justifikasi utama 

pembangunan KCJB adalah mempercepat 

integrasi kawasan metropolitan Jakarta–

Bandung agar mampu menciptakan aglomerasi 

ekonomi baru. Namun, apabila biaya operasi 

terlalu tinggi akibat beban finansial yang berat, 

maka harga tiket yang ditetapkan akan menjadi 

tidak terjangkau bagi mayoritas masyarakat. 

Kondisi ini akan mengurangi volume 

penumpang, yang pada gilirannya menurunkan 

kontribusi proyek terhadap pertumbuhan 

ekonomi kawasan. Studi UNESCAP (2019) 

menunjukkan bahwa proyek kereta cepat hanya 

akan berhasil menciptakan dampak ekonomi 

signifikan jika mampu mencapai load factor 

minimal 60% dalam lima tahun pertama operasi. 

Jika KCJB gagal mencapai angka tersebut karena 

harga tiket terlalu mahal, maka manfaat ekonomi 

kawasan akan jauh dari proyeksi awal. Dengan 

demikian, hubungan antara pembiayaan, 

kelembagaan, dan konsesi memiliki implikasi 

langsung terhadap pencapaian tujuan 

pembangunan yang lebih luas, bukan sekadar 

aspek finansial proyek.  

Integrasi pembiayaan, kebijakan, dan konsesi 

perlu mencakup aspek lingkungan dan sosial. 

KCJB menggunakan energi listrik yang lebih 

rendah emisi, tetapi tekanan finansial dapat 

mendorong pengurangan biaya operasional, 

seperti menurunkan frekuensi pemeliharaan atau 

menggunakan material berkualitas rendah. 

Kondisi ini berisiko menurunkan keselamatan 

dan kinerja lingkungan dalam jangka panjang. 

Oleh karena itu, keberlanjutan lingkungan dan 

sosial harus menjadi parameter utama, setara 

dengan keberlanjutan finansial. 
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Dimensi geopolitik turut memengaruhi KCJB. 

Ketergantungan pada CDB dan kontraktor 

Tiongkok berpotensi membatasi ruang kebijakan 

Indonesia, terutama saat terjadi tekanan finansial 

dan proses renegosiasi. Oleh karena itu, 

diversifikasi pembiayaan menjadi penting, tidak 

hanya secara finansial tetapi juga untuk 

memperkuat posisi tawar. Strategi ini dapat 

dilakukan melalui penerbitan green bonds, 

keterlibatan lembaga multilateral, dan skema 

public-private partnership (PPP), sehingga 

proyek lebih seimbang dan tidak bergantung 

pada satu mitra.  

Pembahasan ini menegaskan bahwa keberhasilan 

KCJB tidak hanya diukur dari pembangunan 

fisik, tetapi dari kemampuan mengelola 

kompleksitas megaproyek. Pembiayaan yang 

efisien, kebijakan yang konsisten, dan konsesi 

yang adaptif menjadi kunci keberlanjutan. Tanpa 

integrasi ketiga aspek tersebut, proyek berisiko 

gagal mencapai tujuan ekonomi dan 

konektivitas. Oleh karena itu, KCJB perlu 

dipandang sebagai pembelajaran strategis, 

sehingga diperlukan perbaikan mendasar pada 

sistem pembiayaan, kelembagaan, dan konsesi 

untuk meningkatkan efektivitas proyek di masa 

depan. 

 

 
 

Gambar 6. Peta Hubungan Struktural Antar 

Tema Utama Hasil Analisis Tematik 

(sumber: Hasil Olah Data) 

 

Visualisasi hubungan struktural pada Gambar 6 

menunjukkan bahwa isu pembiayaan tidak hanya 

muncul sebagai tema dominan, tetapi juga 

berfungsi sebagai penggerak utama dalam sistem 

keberhasilan proyek. Data tematik 

mengindikasikan bahwa tekanan pembiayaan 

secara langsung memengaruhi efisiensi biaya 

proyek, yang selanjutnya menjadi mekanisme 

kunci dalam menentukan keberhasilan proyek 

secara keseluruhan. Selain itu, faktor kebijakan 

pemerintah dan struktur konsesi teridentifikasi 

sebagai konteks institusional yang memoderasi 

hubungan tersebut, sehingga memperkuat 

karakter sistemik dari kendala pembiayaan 

dalam proyek infrastruktur berskala besar. 

Temuan penelitian mengenai proyek KCJB 

menghasilkan sejumlah implikasi kebijakan 

yang signifikan bagi pembangunan infrastruktur 

strategis nasional di Indonesia: 

1. Reformasi Skema Pembiayaan: Pemerintah 

perlu mengembangkan instrumen 

pembiayaan hibrida yang menyeimbangkan 

sumber eksternal dengan kapasitas fiskal 

domestik. Penguatan sovereign wealth fund, 

penerbitan obligasi infrastruktur, serta 

kemitraan dengan investor swasta non-bank 

dapat mengurangi ketergantungan pada 

pinjaman bilateral dengan syarat kaku. 

2. Penguatan Kelembagaan: Diperlukan 

pembentukan lembaga khusus dengan 

mandat tunggal untuk mengelola proyek 

kereta cepat dan infrastruktur strategis 

serupa. Lembaga ini berfungsi sebagai pusat 

koordinasi lintas kementerian, penyedia data 

tunggal, dan pengawas independen guna 

mencegah fragmentasi kewenangan. 

3. Fleksibilitas Konsesi: Regulasi konsesi harus 

memasukkan klausul adaptif, termasuk 

review periodik berbasis kinerja finansial, 

demand forecasting, serta mekanisme 

renegosiasi apabila terjadi eskalasi biaya atau 

deviasi target. Hal ini sejalan dengan praktik 

terbaik internasional dalam pengelolaan 

proyek jangka panjang. 

4. Transparansi dan Akuntabilitas: Peningkatan 

standar akuntansi publik, keterbukaan data 

finansial proyek, serta pelibatan lembaga 

audit independen merupakan langkah 

strategis untuk memperkuat kepercayaan 

masyarakat. Tanpa transparansi, proyek 

strategis nasional berisiko menimbulkan 

resistensi sosial dan defisit legitimasi. 

5. Integrasi Transportasi dan Pembangunan 

Wilayah: KCJB harus diposisikan sebagai 

simpul dalam jaringan transportasi nasional. 

Integrasi dengan moda pengumpan (feeder) 

seperti LRT, BRT, dan kereta komuter harus 

dipercepat, disertai kebijakan tata ruang yang 

mendorong pertumbuhan kawasan 

penyangga secara inklusif dan berkelanjutan. 

 

4. KESIMPULAN 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa 

keberhasilan maupun kegagalan proyek Kereta 

Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) secara dominan 

dipengaruhi oleh faktor non-teknis, khususnya 

pembiayaan, kebijakan pemerintah, dan struktur 

konsesi. Berdasarkan analisis terhadap 42 kode 

tematik, diperoleh distribusi faktor sebagai 

berikut: 

• Pembiayaan: 18 kemunculan (43%) 

Pembiayaan Proyek (Penggerak Utama)

Efisiensi Biaya 

(Mekanisme Kunci)

Keberhasilan Proyek (Outcome)

Kebijakan Pemerintah & Struktur 
Konsesi = Faktor Kontekstual Pembatas
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• Kebijakan pemerintah: 11 kemunculan 

(26%) 

• Struktur konsesi: 8 kemunculan (19%) 

• Faktor lainnya: 5 kemunculan (12%) 

 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa 88% faktor 

dominan proyek berasal dari aspek non-teknis, 

sedangkan aspek lainnya hanya berkontribusi 

sebesar 12%. 

Dari aspek pembiayaan, penelitian menemukan 

bahwa masalah utama proyek bukan terletak 

pada ketersediaan dana, melainkan pada 

ketidaksesuaian arus kas dan keterlambatan 

pencairan pembiayaan. Sebanyak 80% informan 

menyatakan bahwa keterlambatan pencairan 

dana menjadi penyebab utama inefisiensi proyek. 

Dampaknya meliputi peningkatan idle cost, 

keterlambatan konstruksi, serta hilangnya 

peluang efisiensi pengadaan material. Selain itu, 

proyek mengalami cost overrun sekitar 20%, 

yang berdampak pada menurunnya kelayakan 

investasi dan meningkatnya risiko finansial 

proyek. 

Dari sisi kebijakan, meskipun KCJB telah 

ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional 

(PSN), penelitian menemukan bahwa koordinasi 

antar lembaga masih lemah dan bersifat 

terfragmentasi. Tidak adanya otoritas tunggal 

permanen menyebabkan pengambilan keputusan 

menjadi lambat dan reaktif, sehingga kebijakan 

belum mampu berfungsi secara optimal sebagai 

instrumen operasional proyek. 

Dari sisi konsesi, skema kontrak selama 50 tahun 

memang memberikan kepastian investasi jangka 

panjang, namun struktur konsesi yang rigid tidak 

mampu mengakomodasi perubahan kondisi 

finansial akibat cost overrun sebesar 20%. 

Kondisi ini meningkatkan risiko pengembalian 

investasi yang lebih panjang dan potensi 

kebutuhan dukungan fiskal pemerintah di masa 

mendatang. 

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan 

bahwa: 

• Pembiayaan merupakan faktor paling 

dominan (43%) dalam menentukan 

performa proyek KCJB. 

• 80% informan menilai keterlambatan 

pencairan dana sebagai sumber utama 

inefisiensi. 

• Proyek mengalami cost overrun ±20% yang 

memengaruhi kelayakan finansial. 

• Faktor non-teknis secara keseluruhan 

mencapai 88% dari total faktor penentu 

keberhasilan proyek. 

Temuan tersebut menegaskan bahwa 

keberhasilan megaproyek infrastruktur tidak 

hanya bergantung pada kemampuan teknis 

konstruksi, tetapi terutama pada efektivitas tata 

kelola pembiayaan, koordinasi kebijakan, dan 

fleksibilitas desain konsesi. 

 

Implikasi Kebijakan 

Implikasi kebijakan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Reformasi skema pembiayaan menuju 

model hibrida yang lebih fleksibel dan tidak 

bergantung pada satu sumber kredit. 

2. Pembentukan otoritas kereta cepat nasional 

sebagai lembaga permanen untuk 

mengatasi fragmentasi kelembagaan. 

3. Redesain konsesi berbasis adaptasi risiko, 

termasuk mekanisme renegosiasi dan 

evaluasi periodik. 

4. Integrasi sistem transportasi dan tata ruang 

agar manfaat sosial-ekonomi KCJB dapat 

dioptimalkan. 

 

Kontribusi Ilmiah 

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis 

berupa kerangka integratif yang menjelaskan 

bagaimana interaksi antara pembiayaan, 

kebijakan publik, dan konsesi menentukan 

performa megaproyek. Secara praktis, penelitian 

ini menawarkan arah perbaikan berbasis bukti 

bagi perumusan kebijakan infrastruktur strategis 

nasional. 
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